Jurnal Sosio Agri Papua Vol 11 No 1 Juni | 2022

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
UNTUK MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI

Yolanda Holle"
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Papua, JI. Gunung Salju Amban Manokwari-
Papua Barat, 98314
Email: yolandaholle1964@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani
belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena keberpihakan kepada petani sebagai produsen belum
optimal. Hal ini terlihat dalam sulitnya aksesibilitas terhadap sumberdaya pertanian yang layak bagi petani.
Keberpihakan lebih mengarah kepada pedagang atau pengusaha pemilik modal usahatani tinggi, sehingga petani
berada pada posisi tawar yang lemah. Lemahnya posisi tawar yang diterima petani terlihat pada rendahnya
aksesibilitas petani terhadap sumberdaya pertanian seperti akses pasar, informasi pasar, dan modal usaha. Guna
meningkatkan posisi tawar petani, maka penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai alternative jalan keluar.
Titik awal penguatan kelembagaan kelompok tani bermula dari penyadaran setiap individu petani untuk mau
terlibat dalam kegiatan kelompok tani dan tidak memikirkan kepentingan individu petani tetapi lebih pada
kepentingan sekelompok petani, selanjutnya kegiatan pemberdayaan pada aspek sosial ekonomi kelembagaan
kelompok tani. Pemberdayaan aspek sosial ekonomi kelembagaan kelompok tani dimaksudkan agar kelompok
tani tidak saja diberdayakan pada aspek dinamika kelompok tetapi juga pada aspek ekonomi seperti perluasan
usahatani, perolehan kredit, maupun modal usaha. Adanya kegiatan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani
akan memberikan keperpihakan kepada petani dalam berbagai aksesibilitas sumberdaya pertanian sehingga dapat
mengusahakan usahatani secara layak dan mendapatkan peningkatan produksi serta pendapatan petani.

Kata kunci: kelembagaan, kelompok tani, posisi tawar petani
ABSTRACT

The aim of agricultural development is to improve the welfare of farmers through increasing farmers' income.
This is because the partiality to farmers as producers has not been optimal. This can be seen in the difficulty of
accessibility to appropriate agricultural resources for farmers. Partisanship is more directed to traders or
entrepreneurs who own high farming capital, so that farmers are in a weak bargaining position. The weak
bargaining position received by farmers is seen in the low accessibility of farmers to agricultural resources such
as market access, market information, and business capital. In order to improve the bargaining position of
farmers, institutional strengthening of farmer groups is an alternative way out. The starting point for
strengthening farmer group institutions begins with the awareness of each individual farmer to be involved in
farmer group activities without thinking of any individual interests instead of farmers group’s interests. Thus
empowering and strengthening farmers group is important. Empowerment of socio-economic aspects of farmer
group as an institution is intended so that farmer groups are not only empowered in the aspect of group dynamics
but also in economic aspects such as expansion of farming, obtaining credit, and business capital. The existence
of institutional empowerment activities for farmer groups will provide partiality to farmers various accessibility
of agricultural resources so that they can carry out farming properly and get increased production and farmers'
income.

Keywords: institutional, farmer groups, bargaining position of farmers
PENDAHULUAN

Sektor pertanian dalam arti luas
mencakup  keseluruhan  aktifitas  yang
melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk

bioenergi, penyerap tenaga Kkerja, sumber
devisa negara, sumber pendapatan, serta
pelestarian  lingkungan  melalui  praktek

kepentingan manusia, sedangkan dalam arti
sempit, pertanian diartikan sebagai
pemanfaatan sebidang lahan untuk
membudidayakan jenis tanaman tertentu.
Peran strategis sektor pertanian dalam
pembangunan dituangkan dalam rencana
pembangunan pertanian  antara  lain:
pembentukkan kapital, penyediaan bahan
pangan, bahan baku insutri, pakan dan

usahatani yang ramah lingkungan. Selain
kontribusi langsung, sektor pertanian juga
memiliki peran yang tidak langsung berupa
efek pengganda yaitu keterkaitan input-output
antar industri, konsumsi dan investasi
(PPN/Bappenas, 2010).

Secara keseluruhan tujuan akhir
daripada pembangunan pertanian adalah
meningkatkan status sosial ekonomi atau taraf
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hidup masyarakat, termasuk petani dan buruh
tani yang merupakan kelompok besar diantara
stakeholder pertanian lainnya.  Tujuan ini
diharapkan dicapai secara sinergis dengan
tujuan-tujuan lainnya seperti  peningkatan
ketahanan pangan, peningkatan produksi,
peningkatan layanan, dan program
pembangunan lainnya.  Dengan demikian
melalui pembangunan pertanian, kesejahteraan
petani dan keluarga petani dapat terwujud.

Hingga saat petani masih menghadapi
berbagai permasalahan kegiatan pertanian yang
sangat beragam (Dimyati, 2007) menyatakan
bahwa permasalahan yang masih melekat pada
sosok petani dan kelembagaan petani sebagai
manager usahatani antara lain: (1) masih
minimnya wawasan dan pengetahuan petani
terhadap masalah managemen  produksi
maupun jaringan pemasaran; (2) belum
terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan
agribisnis, dimana petani masih terfokus pada
kegiatan produksi; dan (3) peran dan fungsi
kelembagaan petani sebagai wadah organisasi
petani belum berjalan secara optimal. Akibat
dari permasalahan yang dihadapi, petani
sebagai produsen senantiasa dihadapkan pada
perolehan pendapatan yang kurang memuaskan
bahkan berimplikasi pada belum terwujudnya
kesejahteraan petani.

Mengacu pada pendapat Hayami dan
Ruttan  (1985), dalam model induced
innovation terdapat empat hal pokok yang perlu
dipertimbangkan dalam pembangunan
pertanian yaitu teknologi, sumberdaya alam,
kelembagaan, dan kultur masyarakat. Kaitan
antara keempat komponen tersebut berkaitan
kuat membentuk semacam kapasitas sosial dari
suatu masyarakat yang sedang membangun.
Faktor kelembagaan sebagai salah satu faktor
penentu pembangunan pertanian, dimana
melalui kelembagaan yang terintergrasi dan
terorganisir dengan baik akan membantu petani
sebagai pelaksana pertanian untuk dapat
mengatasi berbagai permasalahannya untuk
dapat mengelola usahatani hingga mencapai
produktivitas hasil yang maksimal.

Upaya pengembangan, pemberdayaan,
dan penguatan kelembagaan pertanian haruslah
melibatkan kelompok tani, kelembagaan
penyedia  input, kelembagaan  output,
kelembagaan penyuluh, maupun kelembagaan
permodalan untuk sama-sama berintegrasi
memecahkan masalah pertanian, dimana solusi
yang  diharapkan  dapat = memberikan

perlindungan keberpihakan kepada petani
selaku produsen penghasil pertanian. Tindakan
perlindungan sebagai keberpihakan pada
petani, baik sebagai produsen maupun
penikmat hasil jerih payah usahatani yang
dilakukan terutama dapat diwujudkan dengan
memberikan tingkat harga output yang layak
dan menguntungkan bagi petani. Pemberian
tingkat harga output yang tidak layak bagi
petani merupakan kendala yang sangat
merugikan  petani  bahkan  memberikan
keuntungan bagi pedagang atau tengkulak yang
memiliki permodalan dan petani didudukkan
sebagai pihak yang lemah.

Kelembagaan pertanian pada tingkat
petani diwujudkan dalam bentuk kelompok tani
yaitu kumpulan petani-petani yang bergerak
dalam satu atau lebih jenis cabang usahatani
dan memiliki tujuan tertentu. Kelompok tani
biasanya memiliki suatu struktur organisasi
serta adanya pembagian kerja yang dikelolah
oleh beberapa petani untuk tujuan bersama.

Berpijak dari peran kelembagaan
pertanian termasuk didalamnya kelembagaan
kelompok tani dalam kaitannya untuk
meningkatkan posisi tawar petani, maka
dipertanyakan  “bagaimana  memberikan
penguatan kepada kelembagaan kelompok tani
untuk dapat meningkatkan posisi tawar petani”.
Oleh karena itu tujuan penulisan adalah: (1)
menganalisa permasalahan posisi tawar petani;
dan (2) menganalisa penguatan kelembagaan
kelompok tani untuk meningkatkan posisi
tawar petani.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam
penulisan paper ini adalah research paper yaitu
melakukan kajian literatur dari berbagai sumber
untuk menganalisa masalah guna mencapai
tujuan yang ingin dicapai. Sumber-sumber
literature yang dikaji meliputi: berbagai buku-
buku pustaka, journal hasil kajian, maupun
buah pikir dalam majalah yang berkaitan
dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kelembagaan

Kelembagaan menurut Ruttan dan
Hayami (1985) adalah aturan di dalam suatu
kelompok masyarakat atau organisasi yang
memfasilitasi koordinasi antar anggotanya
untuk membantu mereka dengan harapan setiap
orang atau organisasi mencapai tujuan bersama
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yang diinginkan. Sedangkan Syahyuti (2004)
mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan
dan rambu-rambu sebagai panduan yang
dipakai oleh para anggota untuk mengatur
hubungan yang saling mengikat dan tergantung
satu sama lain. Penekanan kelembagaan
sebagai aturan main di dalam suatu kelompok
yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
ekonomi, sosial dan politik. Paembonan dalam
Syahyuti, 2004 mengartikan kelembagaan
sebagai perangkat aturan yang mengarahkan
perilaku  masyarakat dalam  mencapai
keterpenuhan kebutuhan masyarakat dalam
kehidupan.

Pada prinsipnya kelembagaan berbeda
dengan organisasi, dimana kelembagaan lebih
kental dengan peraturan, sedangkan organisasi
lebih terfokus pada struktur. Dari definisi-
definisi tersebut dapat dikatakan bahwa
kelembagaan adalah aturan yang yang
memfasilitasi institusi atau organisasi dalam
berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai
tujuan bersama yang diinginkan. Aturan disini
mencakup aturan formal dan nonformal yang
diperlukan dan disepakati bersama, oleh
karenanya aturan disini harus jelas, terukur dan
konsisten. Organisasi atau institusi yang terlibat
didalamnya diharapkan mempunyai
sumberdaya manusia Yyang kredibel dan
mempunyai pengetahuan serta pengertian yang
cukup tentang permasalahan yang ada.

Konsep Dasar Kelompok Tani

Manusia pada umumnya dilahirkan
seorang  diri  tetapi  kemudian  ingin
berkelompok dengan manusia lainnya karena
sifat manusia yang monodualistik yaitu
manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai
makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan
sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan
yaitu: (a) keinginan untuk menyatu dengan
manusia lain yang berbeda disekelilingnya
yaitu masyarakat; dan (b) keinginan untuk
menyatukan dengan suasana alam
sekelilingnya kesemuanya itu akan
menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok
sosial di dalam kehidupan manusia ini, karena
manusia itu tidak bisa hidup sendiri.

Kelompok Tani menurut Mardikanto
(1994) diartikan sebagai kumpulan orang-orang
tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria
atau wanita) maupun petani taruna (pemuda
atau pemudi) yang terikat secara formal dalam
suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian

dan kebutuhan bersama serta berada di
lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang
kontak tani. Menurut Samsudin dalam
Mardikanto (1994) bahwa dalam suatu
kelompok sosial seperti halnya kelompok tani,
selalu mempunyai apa yang disebut external
structure atau socio group dan internal
structure atau psycho group. External structure
dalam kelompok tani adalah dinamika
kelompok, yaitu aktivitas untuk menanggapi
tugas yang timbul karena adanya tantangan
lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara
lain  termasuk  tuntutan  meningkatkan
produktivitas usahatani. Sedangkan internal
structure adalah menyangkut norma atau
pranata dan kewajiban dalam mencapai prestasi
kelompok. Internal structure akan sekaligus
merupakan dasar solidaritas kelompok, yang
timbul dari adanya kesadaran setiap anggota
kelompok tani yang bersangkutan.

Konsep Dasar Posisi Tawar Petani

Lubis (2006) menyatakan bahwa
lemahnya posisi tawar petani disebabkan
karena umumnya struktur pasar ditingkat petani
adalah monopsonistik. Pada struktur tersebut
beberapa gelintir pedagang atau tengkulak yang
menguasai akses pasar, informasi pasar,
permodalan yang cukup memadai. Salah satu
jalan untuk memperbaiki nasib petani dalam
menentukan harga jual dilakukan dengan cara
menggorganisasikan dalam suatu kelembagaan
ekonomi perdesaan yang tangguh yang dapat
menampung dan mendistribusikan produksi
sendiri tanpa adanya campur tangan orang
ketiga yang dominan (Lubis, 2006).

Permasalahan Lemahnya Posisi Tawar
Petani

Permasalahan lemahnya posisi tawar
petani sebagai salah satu masalah yang
dihadapi petani sebagai produsen dalam
peningkatan pendapatan petani. Posisi tawar
petani berkaitan erat dengan ketidakberdayaan
dalam melakukan negosiasi harga hasil
produksi, dimana menurut Branson dan
Douglas (1983) hal tersebut dikarenakan petani
kurang mendapatkan atau memiliki akses pasar,
informasi pasar, dan permodalan.  Akibat
daripada kelemahan petani tersebut, petani
menggunakan sistim penjualan borongan atau
tebang jual dimana pada sistim tersebut
pembeli sebagai tengkulak yang memiliki
modal akan lebih banyak diuntungkan dengan
penetapan harga yang tidak layak bagi petani.
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Bahua (2015) mengemukakan bahwa,
usaha perbaikan tingkat kesejahteraan kaum
tani mau tidak mau haruslah terkait dengan
usaha-usaha merebut hak-hak politik petani,
yaitu hak untuk bersikap dan bertindak bebas,
mandiri dan berpartisipasi dalam setiap proses
pengambilan  keputusan. Kebebasan,
kemandirian dan partisipasi hanya mungkin
diraih jika petani mempunyai posisi/kekuatan
tawar dalam setiap proses pengambilan
keputusan. Penguatan posisi atau kekuatan
tawar ini erat kaitannya dengan segala upaya
petani untuk mendapatkan sumberdaya bagi
kegiatan pertanian, dimana sumberdaya
tersebut dapat meliputi: sarana produksi; lahan
pertanian; tenaga kerja guna mempermudah
kerja; kredit usahatani; subsidi harga jual; dan
teknologi inovasi yang dibutuhkan guna
meningkatkan dan merubah produktifitas usaha
(Bahua, 2015).

Upaya yang dilakukan petani dalam
menaikkan posisi tawar melalui konsolidasi
petani dalam satu wadah untuk menyatukan
gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian,
dari pra produksi sampai pemasaran Akhmad
dalam Sesbany (2010). Konsolidasi tersebut
dilakukan dengan kolektifikasi semua proses
dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi
modal, produksi, dan pemasaran. Pertama,
kolektifikasi modal adalah upaya membangun
modal secara kolektif dan swadaya, misalnya
dengan gerakan simpan pinjam produktif yang
mewajibakan anggotanya menyimpan
tabungan dan meminjamnya sebagai modal
produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini
dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada
awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan
mengurangi ketergantungan kredit atau hutang
tengkulak. Kedua, kolektifikasi produksi, yaitu
perencanaan produksi secara kolektif untuk
menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus
produksi secara kolektif. Hal ini pelu dilakukan
agar dapat dicapai effisiensi produksi dengan
skala produksi yang lebih besar dan
terkoordinasi dapat dilakukan penghematan
biaya dalam pemenuhan factor produksi, dan
kemudahan dalam pengelolaan produksi,
misalnya dalam penanganan hama dan
penyakit. Ketiga, Kkolektifikasi dalam
pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan
untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran
dengan skala kuantitas yang besar dan
menaikkan posisi tawar produsen dalam
perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi

pemasaran dilakukan untuk mengikis jarring-
jaring tengkulak yang dalam menekan posisi
tawar petani pada penentuan harga secara
individu

Upaya yang dikemukakan diatas
menitikberatkan pada suatu tindakan penguatan
terhadap kelembagaan ekonomi perdesaan
dalam hal ini adalah kelembagaan kelompok
tani  sebagai himpunan atau wadah
berkumpulnya petani produsen. Petani jika
berusahatani secara induvidu akan terus
menerus berada di pihak yang lemah karena
petani secara individu akan mengelola
usahatani dengan luas garapan kecil dan
terpencar serta kepemilikan modal yang
rendah. Oleh karenanya, kelembagaan
kelempok tani sebagai suatu wadah kelompok
yang terdiri dari anggota-anggota tani sebagai
solusi dikarenakan dengan berkelompok akan
lebih kuat, dilihat dari segi kelembagaan
maupun permodalan yang dimiliki. Penguatan
posisi tawar petani melalui kelembagaan
merupakan suatu kebutuhan yang sangat
mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani,
agar mereka dapat bersaing dalam
melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Penguatan  kelembagaan  menurut
Bahua (2015) diupayakan agar petani tidak
ditempatkan pada posisi tawar yang lemah,
dikarenakan petani senantiasa dirugikan karena
terpaksa harus membeli sarana produksi
pertanian ataupun mendapatkan sumberdaya
pertanian dengan harga yang tidak sebanding
dengan nilai tukar yang diperoleh dari
penjualan produk pertaniannya. Pada kondisi
yang menempatkan petani pada posisi lemah,
nilai tambah (surplus produksi) usaha petani
lebih banyak diambil bukan oleh petani
melainkan oleh para pemodal (kapitalis) yaitu
para pedagang dan pengusaha. Oleh karenanya
melalui penguatan kelembagaan kelompok
tani, keterbatasan petani untuk menjangkau
sumberdaya pertanian baik berupa akses modal,
teknologi, kredit, ketrampilan dan informasi
dapat terjangkau.

Penguatan kelembagaan kelompok tani
harus bermuara pada agenda pembentukkan
kelompok tani yang independen, solid, mandiri
dan berdaya guna dalam pemenuhan kebutuhan
anggota tani. Kelompok tani disini selain
berfungsi sebagai media pembelajaran, juga
berfungsi  sebagai alat  politik  untuk
memperkuat kemampuan tawar menawar serta
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akses petani dalam pengambilan keputusan
untuk mendapatkan sumberdaya pertanian
(Bahua, 2015).

Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
untuk Peningkaran Posisi Tawar Petani

Guna memberikan penguatan
kelembagaan kelompok tani untuk dapat
terlibat dalam  kelembagaan  ekonomi
perdesaan, maka hal mendasar yang perlu
diperhatikan  yaitu: (1)  menumbuhkan
kesadaran berkelompok; dan (2) pemberdayaan
kelompok tani. Upaya untuk menumbuhkan
kesadasaran untuk berkelompok sebagai
fondasi dasar untuk menggerakkan petani
terlibat dalam kegiatan kelompok, dimana
penyadaran tersebut harus tumbuh atas dasar
kebutuhan, bukan paksaan. Komitmen
kesadaran untuk berkelompok ini sangat
penting dengan tujuan adalah: (1) untuk
mengorganisasikan kekuatan para petani dalam
memperjuangkan  hak-haknya, = misalnya
sebagai produsen yang layak menerima
manfaat dari produksi yang diperdagangkan
dengan harga yang layak; (2) memperoleh
posisi tawar dan informasi pasar yang akurat
terutama berkaitan dengan harga produk
pertanian; dan (3) berperan dalam negosiasi dan
menentukan harga poduk pertanian yang
diproduksi anggotanya (Sesbany, 2010).
Dengan adanya kesadaran berkelompok, maka
diharapkan petani mampu berperan sebagai
kelompok yang kuat dan  mandiri.
Menumbuhkan  kesadaran petani  untuk
bersama-sama membentuk suatu kelompok
sebagai sesuatu yang terkadang mendapatkan
tantangan dan sulit untuk  dibangun,
dikarenakan terkadang tujuan induvidu dalam
membentuk kelompok berjalan sendiri-sendiri
sehingga untuk mencapai kesamaan tujuan
kelompok tidaklah mudah.  Pembentukkan
kelompok tani haruslah dapat mengakomodir
tujuan-tujuan individu dalam tujuan kelompok,
dengan demikian pertumbuhan dan
perkembangan kelompok dapat terwujud
(Mardikanto, 1994).

Disamping hal kesadaran berkelompok
sebagai titik awal penguatan kelembagaan
kelompok tani, juga perlu ditunjang dengan
kegiatan pemberdayaan kelembagaan
kelompok tani. Pemberdayaan berarti
mempersiapkan masyarakat petani untuk
memperkuat diri dan kelompok tani dalam
berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan,

kepemimpinan, sosial ekonomi, politik dengan
berbasis modal sosial yang dimiliki oleh petani
itu sendiri. Elizabeth dalam Sesbany (2010)
mengemukakan bahwa pemberdayaan
kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan
agar berorientasi pada: (a) pengusahaan
komoditas yang paling menguntungkan; (b)
skala usaha ekonomis dan teknologi padat
karya; (c) kemitraan  yang  saling
menguntungkan; ) terciptanya
interdependensi  hulu  hilir; (¢) modal
berkembang dan kredit melembaga misalnya
koperasi; (f) koperatif, kompetitif dan
transparan melalui sistim informasi bisnis; (g)
memanfaatkan peluang di setiap subsistem
agribisnis; serta dukungan Sumber daya
manusia yang berpendidikan, rasional, mandiri,
informative, komunikatif dan inovatif. Ini
berarti bahwa pemberdayaan kelompok tani,
bukan saja diarahkan pada aspek pemberdayaan
sosial tetapi juga pada aspek pemberdayaan
ekonomi yang terkadang dilupakan oleh agen
of change sebagai pembaharu kegiatan
pemberdayaan kelompok tani.  Tantangan
utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat
adalah bagaimana membangun kelembagaan
dari aspek sosial dan ekonomi yang mampu
memberikan kesempatan bagi masyarakat
termasuk didalamnya kelompok tani untuk
dapat mengelola sumberdaya ekonomi secara
optimal dan memperoleh pendapatan yang
layak (Setiawan dan Sumarno, 2003).

Adanya  kegiatan = pemberdayaan
kelompok tani merupakan wujud kegiatan
pengembangan kelembagaan kelompok tani
yang mana petani diperkenalkan dengan sistim
dan kondisi yang hal baru, dimana
pengembangan kelembagaan tersebut tidak
semata-mata pada dinamika kelompok tani
untuk pencapaian produksi, tetapi juga pada
aspek ekonomi untuk pencapaian keperpihakan
tingkat harga output yang tercipta agar
meningkatkan pendapatan petani. Ruttan dan
Hayami (1985) menyatakan bahwa induksi
teknologi baik berupa metode, sistim akan
mendorong masyarakat untuk melakukan
perubahan-perubahan sistim kelembagaan yang
ada menjadi kelembagaan yang lebih relevan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini

adalah:

(1) Posisi tawar petani ditentukan oleh
kebebasan dan kemandirian petani untuk
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dapat mengambil keputusan dalam
mengakses sumberdaya pertanian dengan
mudah dan menguntungkan;

(2) Titik awal penguatan kelembagaan
kelompok tani ditempuh  melalui
penyadaran petani untuk membentuk
suatu kelompok;

(3) Aspek pemberdayaan sosial ekonomi
kelembagaan kelompok tani diperlukan
dalam pengembangan kelembagaan untuk
meningkatkan posisi tawar petani.
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